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PROVINSI JAWA TENGAH,

Bahwa dalam rangka penilaian angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil
yang memangku Jabatan Fungsional Perawat di RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Purwokerto, maka perlu membentuk Tim Penilai Jabatan
Fungsional Perawat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

Bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas maka perlu diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Undang — undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang — undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintan Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
195 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5467);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintan Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5135),

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258),

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor §5 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126 )

14. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235 )

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Fungsional Perawat Dan Angka Kreditnya

MEMUTUSKAN

: Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat di RSUD Prof. Dr.

Margono Soekarjo Purwokerto.

: Tugas dan Fungsi Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat adalah menilai

prestasi kerja perawat dengan cara meneliti berkas dan memberikan penilaian
terhadap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang
memangku Jabatan Fungsional Perawat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto.

: Dengan berlakunya Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono

Soekarjo Purwokerto ini maka Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 800 / 1.3 / 33527 / XII / 2015 dianggap
tidak berlaku lagi.



KEEMPAT . Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan
kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di . Purwokerto
Pada tanggal 1 02 Mei 2016

Tembusan Kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural/Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
2. Pertinggal.




Lampiran : Surat Keputusan Direktur tentang

Pembentukan Tim Penilai Jabatan
Fungsional Perawat di RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto.

Nomor : 800/1.3/11987a/V /2016
Tanggal : 02 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NO NAMA / NIP JABATAN DALAM Tim
1. | ARINY PURNOMOWATI, S.Kep.Ners. KETUA
NIP. 19660720 198902 2 002 MERANGKAP ANGGOTA
2. | TRIYANTO, AMK WAKIL KETUA
NIP. 19810620 200801 1 007 MERANGKAP ANGGOTA
3. | SUTARNO, SH SEKRETARIS
NIP. 19670724 200701 1 008 MERANGKAP ANGGOTA
4. | TARKIJO, S.Kep
ANGGOTA
NIP. 19610308 198106 1 001
5. | KAROLINA RUCOIMAWATI, S.Kep.Ners.
ANGGOTA
NIP. 19680210 199203 2 006
6. | WAHYU JATMIKO, S.Kep.Ners.
ANGGOTA
NIP. 19631113 198603 1 007
7. | NUNUNG UNGGUL PUJI HASTUTININGSIH,
S. Kep, Ners ANGGOTA
NIP. 19710803 199303 2 004

DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO




